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PERATURAN PEMEzuNTAH REPUBLIK I NDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2OO9

TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN

JASA KEBANDARUDAIUUTN TERfENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN

UDARA NTAGA UNTUK PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

YANG MEI"AIruKAN PENERBANGAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONES IA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya sarng, untuk
melalssanalen perjanjian internasional mengenai pe I a1 a n a n
jasa transportasi udara, dan untuk membr.r'ikitrr
kemudatran dan kepastian perlakuan perpajakan rerherdir;:
perusahaan angkutan udara niaga yang mengoperlsrkirn
pegawat udara untuk penerbangan luar negeri, pcrlrr
memberikan kemudahan berupa pembebasan dan
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahar: .jasa
kebandarudaraan tertentu kepada perusahaan angkui.rn
udara niaga untuk pengoperasian pesawat udara virnp
melalqkan penerbangan luar negcri ;

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana cirnaksr-ici
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal
168 ayat (l) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tatrurr
2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nitai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perrakuan
Pajalc Pertambatran Nilai atas Penyerahan Jasa
Kebandarudaraan Tertentu kepada perusahaan Angkutan
Udgra ,Niaga untuk Pengoperasian Pesawat Udara yanB
Melakukan Penerbangan Luar Negeri;

b

Mengingat
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Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republrk

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pa.lak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualar-r
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3264)' sebagaimana tclah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atets

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan .Jasa dan Pajak Pcl-r3ttttlitt'r

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik indot'tcstit
Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Ncg:tt'rr
Republik Indonesia Nomor 3986);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLAKUAN PA.JAI{
PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA
KEBANDARUDARAAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN
ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENGOPERASIAN
PESAWAT UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN LUAR
NEGERI.

Pasal 1

(1) Penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu olch
penyelenggara bandar udara kepada perusahaerr.r
angkutan udara niaga yang melakukan kegratar.r
penerbangan luar negeri dibebaskan dari pengenaan Perjal<

Pertambahan Nilai.

(2) Pembebasan dari pengenaan Pa3ak Pertambahan Nil.rr
sebagaimana dimaksud pada a1'at (1) diberikan clcnsrrn
ketentuan sebagai berikut:

a. untr.tk
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untuk pesawat udara yang dioperasikar-r oleh
perusahaan angkutan udara niaga nasional -\'allg
melakukan angkutan udara luar negeri harus
memenuhi syarat tidak mengangkut penumlrarlS,
kargo, dan/atau pos dari satu bandar udara kc
bandar udara lainnya di wilayah Indonesia;

b. untuk pesawat udara yang dioperasikan
perusahaan angkutan udara niaga asing
memenuhi syarat sebagai berikut:

1) tidak mengangkut penumpang, kargo, dan/atau
pos dari satu bandar udara ke bandar udara
lainnya di wilayah Indonesia; dan

2l negara tempat kedudukan wajib pajak )Iirng
mengoPerasikan pesawat udara tersebut JLlga
memberikan perlakuan sama terhadap pesawat
udara yang dioperasikan oleh perusahaan
angkutan udara niaga nasional sesuai dengan
asas timbal balik (reciprocal) berdasarkan
perjanjian mengenai pelayanan jasa transportasi
udara yang telah diratifikasi.

(3) Jasa kebandarudaraan yang penyerahannya dibebaskar-r

dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimarra
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pelayanan jasa Penerbangan;
b. pelayanan jasa pendaratan, pencmpalLarr,

penyimpanan pesawat udara;

c. pelayanan jasa konter;

d. pelayanan jasa garbarata (auiobidge); dan/ atau

e. pelayanan jasa bongkar muat penumpang, kargo,
dan/atau pos.

(4) Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atti:;
penyerahan jasa kebandarudaraan sebagaimancr
dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan Sttrzrt
Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai.

(5) Pajak masukan yang dibayar oleh penyelenggara battC.rt'
udara untuk perolehan Barang Kena Pajak datl,''etlittl
perolehan Jasa Kena Pajak berkenaan dengan penye ri.Ihilri
jasa kebandaruda.raan yang dibebaskan dari pengcrralarr

Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

olel-r
harus

Pasal 2
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Pasal 2

(l) Penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu oleh
penyelenggara bandar udara kepada perusahaan
angkutan udara niaga yang melakukan kegiaran
penerbangan luar negeri yang dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal I ayat (1), wajib dibuatkan Faktur Pajak sesuzl
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan clr

bidang perpajakan.

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) herrurs
diberi cap atau keteranger n yang bcrtlrlrskrr n
"PPN dibebaskan berdasarkan Peraturan Pcmcrrnrrrlr
Nomor 28 Tahun 2OO9".

Pasal 3

(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalern-r
Pasal 1 ayat (2) tidak terpenuhi, Pajak Pertambahan Nrlai
atas penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu kepada
perusahaan angkutan udara niaga yang melakukar-r
kegiatan penerbangan luar negeri yang dibebaskan, u'ajib
dibayar dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal persyaratan tersebut ticiak
terpenuhi,

(2) Apabila Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan Lrclak
dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagainrara
dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal pa.lak
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpa.;akan,

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.

mulai berlaku pada ranggal

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2OO9

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2OO9

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO9 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinYa
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Perekonomian dan Industri

D
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR2B TAHUN 2OO9

TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN

JASA KEBANDARUDARAAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN

UDARA NIAGA UNTUK PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

YANG MELAKUKAN PENERBANGAN LUAR NEGERI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2000 tentang Penrbahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah menentukan bahwa suatu fasilitas Pajak
Pertambahan Nilai hanya dapat diberikan apabila memang benar-bct-ttu'
diperlukan, yang diberlakukan dengan berpegang teguh pada prinsip
perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pa.1ak sejenis berdasttrkan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Fasilitas perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan
terbatas untuk menarnpung perjanjian mengenai pelayanan transportrrsr
udara yang telah diratifikasi. Adapun fasilitas yang diberikan adalalr
pembebasan Pqjak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa
kebandarudaraan oleh penyelenggara bandar udara kepada perusahaan
angkutan udara niaga. Fasilitas tersebut dibatasi hanya untuk penyerahan
jasa pelayanan pesawat udara yang melakukan penerbangan luar ncgeri
yang meliputi pelayanan jasa penerbangan, pelayanan jasa pendaratan,
penempatan, penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa konter,
pelayanan jasa garbarata (auiobridgel, pelayanan jasa bongkar muat
penumpang, kargo, dan/atau pos, berdasarkan asas timbal balik (reciproca[)
yang sudah menjadi kelaziman internasional.

II. PASAL
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (I)

Yang dimaksud dengan "penerbangan luar negeri" adalal'r
penerbangan dari bandar udara di dalam negeri dengan atau tetnpit
melakukan transit di bandar udara lainnya di dalam negen kc
bandar udara di luar negeri atau sebaliknya.

Yang dimaksud dengan "perusahaan angkutan udara niaga" adalah
perusahaan yang melakukan kegiatan angkutan udara untuk
umum dengan memungut pembayaran.

Yang dimaksud dengan "penyelenggara bandar udara" adalah
pengusaha yang melakukan usaha di bidang kebandarudaraan.

Yang dimaksud dengan 'Jasa kebandarudaraan" adalah jasa vang
diberikan oleh penyelenggara jasa kebandarudaraan kepada
pengguna jasa bandar udara.

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "perusahaan angkutan udara niaga
nasional" adalah badan hukum Indonesia yang
menyelenggarakan usaha angkutan udara niaga yang telah
memiliki izin dari Departemen Perhubungan.

Yang dimaksud dengan "tidak mengangkut penumpang, ka:go,
dan/atau pos dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya
di wilayah Indonesia" adalah tidak mengangkut penumpang,
kargo, dan/atau pos dalam negeri.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "perusahaan angkutan udara niagar
asing" adalah perusahaan angkutan udara niaga yang
mempunyai bentuk usaha tetap atau yang tidak mempunl'ai
bentuk usaha tetap di Indonesia.

Ar-rgI<a I )
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Angka 1)

Yang dimaksud dengan "tidak mengangkut penumpang,
kargo, dan/atau pos dari satu bandar udara ke bandar
udara lainnya di wilayah Indonesia" adalah tidak
mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dalam
negeri.

Angka 2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa penerbangan" yang
disingkat PJP (Route Air Nauigation Seruice) adalah pelayanan
yang diberikan kepada penerbangan luar negeri termasuk
penerbangan lintas batas (border crossing flight) dan
penerbangan lintas (ouer Jlying).

Huruf b
Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa pendaratan,
penempatan, penyimpanan pesawat udara yang disingkat
PJP4U adalah penyediaan dan penggunaan fasilitas untuk
pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara
seperti landasan, apron, lighting, marking, instrument landing
system, marker, dan locator.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa konter" adalal-t
penyediaan dan pemakaian berupa tempat pelaporiitr,
komputer, common use check in counter system, conueyor beh,
dan penimbangan barang penumpang di bandar udara

Huruf d
Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa garbarata (auiobnclge)'
adalah penyediaan dan pemakaian fasilitas garbarata unLr-tk
naik dan turunnya penumpang dari ruang tunggu ke pesitu'al
udara atau sebaliknya.

Hurui-e
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Huruf e

Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa bongkar muat
penumpang, kargo, dan/atau pos" adalah pelayanan yang
diberikan oleh penyelenggara bandar udara atau pihak ketiga
untuk melayani bongkar muat penumpang, kargo, dan/atau
pos dari dan ke pesawat udara.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4994


